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(gPUTUSAN KEPALA D;NA{\I‘&(;J!;)ENA‘NAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
o NTU KABUPATEN SIAK
: 1 1/DPMPTSP-ILK/KP’IS/2018

" TENTANG

KEGIATAN PEMBAN
/N uNGKUN‘;A; 792 M2 DI KAMPUN GUNAN DAN OPERASIONAL KANDIS WATER
ARK SELUAS SIAK, PROVINSI RIA G TELAGA SAM SAM KECAMATAN KANDIS
| UPATEN S , U OLEH PT. BIANGLALA METROPOLITAN
KEPALA KABUPATEN SIAK, TERPADU SATU PINTU

a. bﬂcr‘;']ﬂcslfzriaoirl121;7pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik
m‘,% d taork - Tahun 2012 tentang lzin Lingkungan, setiap
usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki Izin Lingkungan;

bflh’Wa I\eglatz-,l‘n P?mbangUnz'.n aan Operasional Kandis Water Park
di h:lmpur}g elaga Sam Sam Kecamatan Kandis Kabupaten Siak
Provinsi Riau oleh PT. Bianglala Metropolitan raerupakan kediatan'
yang wajib memiliki Izin Lingkungan; D

c. bahwa  berdasarkan  Rekomendasi Dokumen Pengelolaan
Lingkungan Hidup (DPLH) Kegiatan Pembangunan dan Operasional
Kandis Water Park seluas 7.792 M2 di Kampung Telaga Sam Sam
Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riau Nomor
660/DPMPTSP/DPLH/09/2018 tanggal 10 April 2018;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
huruf b, dan huruf ¢, perlu ditetapken Izin Lingkungan dengan
Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu kabupaten Siak;

hun 1990 tentang Konservasi Sumber

Undang-Undéng Nomor 5 Ta
an Negara Tahun

1
Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembar
1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negera 3419);

Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Batam (Lembaran Negara

1, Tambahan Lembaran

2. Undang-Undang
Kabupaten Pelalawan,
Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Xota
Republik Indonesia Tahun 1999 Norror 18 ' X
Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagamana telah d1121008

beberapa kali dengan Undang-Undar.g Nomor 34 TahslgnTahun

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor i

1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, ﬁbﬁpaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, !{abupaten‘SIak,_ i Yor

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuan.an Sx;hgmgl 2008

Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia T ,ug 00 X

Nomor 107, Tambahan Lembaran N blik Indo

Nomor 4880)

egara Kepu

,
\

l/
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3 "uv ‘w
‘ ‘ YOO7 tentang Penanan
1Chi NLOr 29 fandn . [ ; a1 % B
‘ T 007 Nomo
(Lembaran Nepara Republik Indonesia fahun \J ot
| ymor 4724);
Fambahan Lembaran Nesara Repubhk Inaonesia Nor
Lo Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan “[.
’ - | A ) 7 Nomor 06,
(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2007 ‘l‘:) }
| ' 51 T L),
' rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomon

b an
Undang l’lul\m:; Nemor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan (
Fengelolaan

, N ew Nepublhl
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara e EAS
llhlﬂlu‘r;l.l

i o , ' - Negara
fahun 2009 Nomo, 140, Tambahan Lembaran 4
Republik Indonesig Nomor 5059 );

v Um]””“'U”““”.", Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenatukan

Davem 1« = B o R oy Xy -
Peraturan PC!‘.mdang-undnngan (Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarabahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234)

A Und;mg;-Uml:uu;

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (

Lembaran Negara Republik Inaonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor 5587
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Deaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesic Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Taihun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan Antare. Pemerintah, Peme~intahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang lzin
Lingkungan (Lembarar Negara Republih Indonesia Tahun 2012
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repuablik Indonesia Nomor
D28

10, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusanan Dokumen Lingkungan Hidup
(Berita Negara Republik indonesia Tahun 2012 Nomor 990):

. - R [ . < ) < Patersia DO~

1 1. Peraturan Menteri Negara Lir.gkungan Hidup {\oxlnm 5) I’.xl.u.w\ho" ;;
tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib
Memilii’i Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 20+2 Nomor 408);

' a Lingk an Hidup Nomor 8 Tahun 2013

2. Pen G 1teri Negara Lingkungan ' i

1 )-Ptlétkllal'l’l‘IVltZl Laksa;la Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen

R : Flidup serta Penerbitan [zin Lingkungan (Berita Negara
an F

Ling]\'ul'lgmdonesi‘1 Tahun 2013 Nomor 12£6);

Republik

- N . e 0 4 TR L
Menteri Negara Lingkungan Hidun Nomor 05 Tahun
‘ .

13.Keputusa.l a Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Damp

2008 tentang Tat
Lingkungan Hicup:
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Wewerang Perizinan d perizi
K 4t an Modal dan Pelayanan T S
\ \ | ‘—l 1 .\, { ")
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK TENTANC
IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMEANGUNAN DAN OPERASIONAL
KANDIS WATER PARK SELUAS 7.792 M2 D! KAMPUNG TELAGA
SAM SAM KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK, PROVINS!
RIAU OLEH PT. BIANGLALA METROPOLITAN.

.

lzin Lingkungan diberikan kepada :

1. Nama Perusahaan PT. Bianglala Metropolitan

2. Penanggung Jawab : Tasmiyati Muj'ono

3. Bidang Usaha . Kegiatan Pembangunan dan
Cperasional Kandis Water Park

4. Alamat Kantor . Kampung Telaga Sa.n Sam kecamaan
Kandis Kabupaten Siak

5. Lokasi Kegiatan . Kampung Telaga Sam Sam Kecamatan
Kandis Kabupaten Siak, Provinsi Riuu

€. Deskripsi Kegiatan . Kegiatan Perabangunan dan

Operasional Kandis Water Park seluas
7.792 M2 di Kampung Telagn Sam
Sam Kecamatan Kandis Kkabupaten
Siak, P.ovinsi Riau oleh PT. Bianglala
Metropolitan.

Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Ling}ungan sebagaimana u.;.s(‘hm
pada Diktum KESATU mencakup kegxatgn vang ter;gnmm .:.'?.lnn‘.
Rekomendasi  Dokumen Pengelolaa:n Ln"lg‘,\'u.ngm'x. K};e,nl_), L
Kegiatan Pembangunan dan Operasional Mind]s \l'\,‘a}-e, ,‘a‘, ;5 M,“‘\
TR R I\'ampun'gl’\" lea%aP'I‘S&Br?anZiTa I\ll\;;:l:ohz iy
Kabupaten Siak, Provinsi Riau oleh £ R

PT Bianglala Metropolitan dalam melcksanakan kegiatannya harus

. g memiliki : .
memenuhi pelsérarata: dan wvengelclaan lingkungan ladup untuk
| indunga <
iy ilabal perlin

ahapan konstru si dan operasi yan terdiri atas:

<si dan rasi yang |
o 3 'rtnplman sementara limbah bahan berbahaya dan
a. Izin peny!

beracun;

. pengendalian dan pembuangan limbah cair:
b. lzin p

)
-
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a (i itau 12 lannya vang terkat de

1

letropolitan dulam melaksanakan koginta

!\'I:EMPAF niematuln kewajiban sebasai berikut
a melakulkan 3\.'113"!‘1(\1,1.“1 (1;””]);\[4 sebaga.mana tercantul [la
Dokumen Pengelolaarn Lingkungan Hidup (DPLH) melhiput
persyaratan standar, dan baku mutu liagkunga dan/ata

kriteria  kerusakan lingkungan sesuai dengan  peraturiai
perundang-undangan sebagaimana tercantum daiam Lampun
Keputusan ini;

b. menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan diii Kewa
sebagaimana dimaksud dalam dokumen dan matrik Dokutnel
Pengelolaan Lingkungan HYidup (DPLH), setian 6 (enam] bulan
sekali sejak Keputusan ini ditetapkan:

c. melakukan koordinasi dengan instansi teknis di Kabupaten
maupun Provinsi berkaitan dengan pelaksaraan kegiatan ini,

d. mengupayakan prinsip prevention, reduction dan 3R (recycle.
reuse dan recovery) terhadap limbah iimbah yang dihasillkan:

e. pengelolaan limbah bahan berbahaya dan Dberacun ahan
dimanfaatkan dan atau diserahkan kepada pihak ketiga vang
memiliki 1zin sesual peraturan perundangan;

f. menerapkan Standard Operaiing Procedure (SOP) pengelolaan
limbah;

g. melakukan sosialisasi kegiatan kepada nemerintal daerah.
masyarakat setempat sebelum kegiatan diiakukan:dan

h. mendokumentasikan seluruh lkegatan pengelolaan lirnglkanea
yang dilakukan terka't deagan kegiatan kegiatar tersebr: |

i, wajib mengajukan permohonan perubahan lzin Lingkungan
apabila usaha dan/atau kegiatan vang dilakukan berubali

PT. Bianglala Metropolitan mer.yampaikan iaporan pclaksanaan

persyaratan ,dan kewajiban sebagairmana tersebut mwada  Diletim

KETIGA dan KEEMFAT, setelah pelaksanaan kegiatan kepada

a. Menteri Negara Lingkungan Hidup; ;

b. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera;

¢. Gubernur Riau;

d. Bupat Siak;

e. Kepala Dinas Linglkungan Hidup Kabupaten Siak: dan

f. Kepal
Pintu Kabupaten Siak.

a Dinas Penanaman Modal dar. Pelayanan Terpadu Satu

Apabila dalam pelaksanaan Llsjha dan/atau kegir}l:m. tnmbul dampal
lingkungan hidup di luar dari dampalk )rlxwf?l dikelola sebagaimin.
pada Dokumen Pcng(.rlola;m. Lingikkungan thdup (DPLi.
aca instansi terkait sebagaimana tersebus Pada
ma 1 x 24 jam.

tercantum
wajib melaporkan kt-;'p
Diktum KELIMA paling la
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Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Siak ini berlaku sejak tanggal ditempkan. dan
apabila dikemudian hari terjadi celanggaran terhadap kewajiban dan
larangan sebagaimana diatur dalam, peraturan perundang-ﬁndangan

.\'imilb berlaku maka lzir, Lingkungan yang diterhitkan batal atau
dicabut.

70*

Ditetapkan di Siak 3ri Indrapura
Pada Tanggal 20 April 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

S T )

/ N\ H.HERIYAN10, SH
7 RefiBina Utdma Muda (IV/c)
NIP. 19710715 199803 1 006
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